
 

 
 

  

 
 

 

 
KEPALA DESA MUNDER 

KABUPATEN LUMAJANG 

 

PERATURAN DESA MUNDER 
NOMOR 10 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI DESA MUNDER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA MUNDER 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan 

Usaha Milik Desa Mandiri Munder; 

 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 

(1) Peraturan Peemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa 

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa 
Bersama 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pendirian 
Badan Usaha Milik Desa Mandiri Munder dengan 

Peraturan Desa. 

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan 

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6914); 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 6623) ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Tranmigrasi No, 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 158); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 158); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan 
dan Pengembangan, dan Pengadaan Brang dan/atau Jasa 

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa 

Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 252); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 83); 

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa); 

14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 



Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 

31); 
 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER 
dan 

KEPALA DESA MUNDER 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA 

MILIK DESA MANDIRI DESA MUNDER 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Desa adalah Desa Munder yang berkedudukan di 

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Provinsi 

Jawa Timur. 
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemeriintahan Desa 

Munder. 
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munder. 

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut 

BPD,adalah BPD Desa Munder. 
5. Badan Uasaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa 

adalah BUM Desa “Mandiri”. 

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 
desa adalah badan hokum yang didirikan oleh Desa 

Munder guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, 

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan 

jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Desa Munder. 

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri 

oleh BUM Desa. 

8. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha milik BUM 
Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum berbadan hokum yang 

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana 

organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Desa. 

10. Anggaran Rumah Tangga adalah suatu dokumen yang 
menjadi landasan operasional dalam badan Usaha Milik 

Desa. 

11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa Munder melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan 



usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa Munder. 
12. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atnu pelayanan umum yang dikelola secara mandiri 

oleh BUM Desa. 
13. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM 

Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umurn berbadan hukum yang 
melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 

Munder. 
15. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan Organisasi BUM 

Desa terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana 

Operasional dan Pengawas. 
 

 

 

BAB II 
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN 

DASAR BUM DESA 

 
Bagian Kesatu 

Pendirian BUM Desa 

 
Pasal 2 

 

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, investasi 

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Munder  mendirikan 

BUM Desa Mandiri. 
 

Bagian Kedua 

Pengesahan Anggaran Dasar 
 

Pagal 3 

 
Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "MANDIRI" 

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini. 

 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 

 
1. Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Desa Munder Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM 
Desa Munder, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Mandiri 

yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 

(satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku. 



3. Susunan kepengurusan BUM Desa Mandiri yang masih 

berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa 
ini. 

 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Munder. 

 
 

 Ditetapkan di Munder 

Pada tanggal  27 Desember 2024 
 

 

KEPALA DESA MUNDER 

 

 
 

 

 
SAMSUL HADI 

 

Diundangkan di Munder 

Pada Tanggal 27 Desember 2024 
 

SEKRETARIS DESA MUNDER 

  
 

 

 
SAIFUL HUDA  

 

 

LEMBARAN DESA MUNDER TAHUN 2024 NOMOR 10 

 
 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
KECAMATAN YOSOWILANGUN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA  MUNDER 
Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382 

  

 

 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER 
NOMOR : 100.3.3/6/427.87.22/2024 

 

TENTANG 
 

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN 

USAHA MILIK DESA MANDIRI DESA MUNDER  
MENJADI PERATURAN DESA 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER, 

 
Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Munder Nomor 10 Tahun 

2024 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri 

Desa Munder, telah disepakati dalam musyawarah Badan 
Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Munder 

Nomor Berita Acara 100.3.7.1/6/427.87.22/2024 untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Rancangan 
Peraturan Desa Munder Nomor 10 Tahun 2024 Tentang 

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Munder 

menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan 
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6623) ; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Tranmigrasi No, 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 158); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 158); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 
Pengembangan, dan Pengadaan Brang dan/atau Jasa Badan 

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 

83); 

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa); 

14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2024 Nomor 31). 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  

 

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Pendirian Badan Usaha 
Milik Desa Mandiri Desa Munder untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Desa. 

 
KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 

Ditetapkan di Munder 

pada tanggal  23 Desember 2024 
 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER 

Ketua 
 

 

 
 

 

SIYANTO 

 
 

 

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Lumajang 

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang 

3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lumajang 
4. Camat Yosowilangun 

5. Kepala Desa Munder 

6. Arsip 
 



 

BERITA ACARA 
 

Nomor : 100.3.3/6/427.87.22/2024 

Nomor : 100.3.3/6/427.87.10/2024 
 

PERSETUJUAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DAN 

KEPALA DESA MUNDER 

 

TENTANG 
PERATURAN DESA MUNDER 10 TAHUN 2024 TENTANG PENDIRIAN BADAN 

USAHA MILIK DESA MANDIRI DESA MUNDER 

 
Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu 

dua puluh empat. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
1. SIYANTO  Ketua BPD Desa Munder, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munder 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

  

2. SAMSUL HADI : Kepala Desa Munder dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munder 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 

Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Munder yang 

diajukan PIHAK KEDUA. 
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Peraturan Desa Munder 

tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Munder Kecamatan 

Yosowilangun 
3. PIHAK KEDUA dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan 

Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Munder  sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

4. PIHAK KEDUA akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Munder menjadi Peraturan 

Desa apabila semua proses telah selesai. 

5. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Yosowilangun untuk 
mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 

ditanda-tanganinya Berita Acara ini. 

 
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
  Munder, 27 Desember 2024 
 PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 

 KEPALA DESA MUNDER KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KECAMATAN YOSOWILANGUN KECAMATAN YOSOWILANGUN 

 
 

 

 
 

 SAMSUL HADI SIYANTO 

 


